
1. Apakah ada DPT penyandang disabilitas yang terdiri dari fisik, sensorik, intelektual, mental?  

2. Apa syarat untuk didaftarkan menjadi DPT? 

3. Mekanisme yang digunakan dilapangan terhadap pemilih disabilitas, baik itu saat sosialisasi, 

pendataan, pendampingan. 

4. Apakah ada masalah dilapangan, seperti pembatalan tiba tiba, pendampingan, terhadap pemilih 

disabilitas? 

5. Apa yang masih menjadi kendala dalam sosialisasi maupun pelaksanaan pemilu? 

JAWABAN 

1. Rekap Daftar Pemilih Tetap pada Pemilihan Umum 2024 untuk Pemilih Kategori Disabilitas di Kota 

Tangerang 

 

2. Syarat untuk menjadi Pemilih 

a. Warga Negara Indonesia (WNI) 

Dasar hukum: Pasal 348 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum 

(UU Pemilu). 

b. Berusia 17 tahun atau lebih pada hari pemungutan suara, atau sudah/pernah kawin 

Dasar hukum: Pasal 348 ayat (1) UU Pemilu. 

c. Tidak sedang dicabut hak pilihnya oleh putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap 

Dasar hukum: Pasal 348 ayat (1) huruf c UU Pemilu. 

d. Terdaftar dalam daftar pemilih berdasarkan data kependudukan yang valid (KTP-el atau sudah 

merekam KTP-el) 

Dasar hukum: Pasal 201 ayat (7) UU Pemilu: data pemilih bersumber dari Data Penduduk Potensial 

Pemilih Pemilu (DP4); Pasal 348 ayat (1) huruf b UU Pemilu: pemilih harus terdaftar sebagai 

penduduk sesuai peraturan perundang-undangan; PKPU Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penyusunan 

Daftar Pemilih: verifikasi menggunakan KTP-el atau data perekaman. 

e. Berdomisili sesuai alamat dalam administrasi kependudukan 

Dasar hukum: Pasal 348 ayat (1) huruf b UU Pemilu. 

f. Tidak sedang menjadi prajurit TNI atau anggota Polri aktif 

Dasar hukum: Pasal 200 ayat (1) huruf a dan b UU Pemilu. 

3. Mekanisme yang digunakan dilapangan terhadap pemilih disabilitas oleh KPU 

a. Mekanisme Sosialisasi 

• Strategi inklusif: KPU bekerja sama dengan organisasi disabilitas untuk menyusun roadmap 

pemilu inklusif yang memastikan materi sosialisasi mudah dipahami oleh semua ragam disabilitas. 

• Media adaptif: Informasi pemilu disampaikan dengan braille, bahasa isyarat, audio book, video 

dengan subtitle, serta tatap muka langsung. 

• Fasilitasi pendidikan pemilih: KPU mengadakan sosialisasi khusus agar kelompok disabilitas 

memahami prosedur pemilu dan merasa aman berpartisipasi. 



b. Mekanisme Pendataan 

• Dasar hukum: Pendataan pemilih disabilitas diatur dalam PKPU No. 7 Tahun 2022 dan perubahan 

PKPU No. 7 Tahun 2023 tentang penyusunan daftar pemilih. 

• Metode lapangan: Petugas pemutakhiran data pemilih (Pantarlih) melakukan door-to-door untuk 

memastikan data pemilih disabilitas masuk ke Daftar Pemilih Tetap (DPT). 

• Klasifikasi kebutuhan: Data mencatat jenis disabilitas (tunanetra, tunarungu, tunadaksa, dll.) agar 

TPS bisa menyiapkan fasilitas aksesibilitas. 

c. Mekanisme Pendampingan 

• TPS aksesibel: KPU menyiapkan TPS ramah disabilitas dengan jalur kursi roda, bilik suara khusus, 

dan pendampingan bagi pemilih yang membutuhkan. 

• Hak pendamping: Pemilih disabilitas berhak didampingi oleh orang yang dipercaya, dengan syarat 

pendamping menandatangani formulir khusus dan menjaga kerahasiaan suara. 

• Petugas terlatih: KPPS dilatih untuk melayani pemilih disabilitas dengan sikap inklusif, tanpa 

diskriminasi, serta memberi waktu lebih lama bila diperlukan. 

4. Apakah ada masalah dilapangan, seperti pembatalan tiba tiba, pendampingan, terhadap pemilih 

disabilitas? 

Masalah di lapangan terhadap pemilih disabilitas meliputi pembatalan sosialisasi mendadak tidak 

pernah terjadi, akan tetapi terhadap aksesibilitas TPS dalam melayani Penyandang Disabilitas 

berdasarkan hasil tangmas masih minim. Dalam hal ini KPU sudah menuangkan hal ini kedalam Daftar 

Inventarisir Masalah yang harus segera diselesaikan 

5. Apa yang masih menjadi kendala dalam sosialisasi maupun pelaksanaan pemilu? 

Di dalam wilayah KPU Kota Tangerang tidak terjadi permasalahan pada saat Sosialisasi untuk 

Pelaksanaan Pemilu. 

 

 
























